‘2 BAWASLU

BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : JI. Sultan Hasanuddin, Poros Makassar — Parepare

E-Mail pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 142/PM.00.02/K.SN-13/09/2023 30 September 2023
Sifat : Penting

Lampiran -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Tim Pemenangan H. Syamduddin A. Hamid, S.E
(Bakal Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 2)

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1.

Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang —
Undang;

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum;

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun
2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022,
Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan;




Il. Imbauan

Berdasarkan Surat Tim Pemenangan “H. Syamsuddin A. Hamid, S.E” Nomor : 004/TP-
SAHABAT/IX/2023 tanggal 29 september 2023 tentang penyampaian kegiatan Deklarasi
Bapak H. Syamsuddin A. Hamid, SE (Sebagai Calon Anggota DPR Rl untuk Dapil Sulawesi
Selatan 2) serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Partai
Politik Peserta Pemilu dan Tim Pemenangan H. Syamsuddin A. Hamid, SE terkait beberapa
hal sebagai berikut :

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam
Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan
Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal — hal sebagai berikut :

a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik
di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan metode:

1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;

2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur
ajakan.

d. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri
khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan
metode:

1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;

3) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik
Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1)

2. Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam Undang — Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

a. Pasal 9 ayat 2 berbunyi “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik”

b. Pasal 12 yang berbunyi “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep



3. Bagian Kedelapan poin (2) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor
30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan.

“Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak
terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah
pada keberpihakan atau ketidaknetralan”

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

KETUA

SAMSIR BALAM, S.Ag., M.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep




